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SALINAN  
 
 

PERATURANBUPATI PEKALONGAN 

NOMOR  8  TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 6 TAHUN 
2017 TENTANG PEMBERIAN KESEJAHTERAAN BAGI PENDIDIK 

DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PEKALONGAN, 
 

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati 

Pekalongan Nomor 95 Tahun 2017 tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Pekalongan, guna pelaksanaan pemberian 

kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pekalongan, maka Peraturan Bupati 

Pekalongan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian 

Kesejahteraan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pekalongan, perlu ditinjau kembali dan 

disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Pekalongan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian 

Kesejahteraan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pekalongan; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 
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3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang 

Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II 

Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah 

Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1980 Nomor 70); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan 

dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3381); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5157); 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 450), sebagaimana telah beberapakali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 541); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Pekalongan Nomor 5); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 

Nomor 9); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 

2013 tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 31) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan 

Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kemitraan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Pekalongan Nomor 44); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 

2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan 

Nomor 41) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan 

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 

2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 13, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan 

Nomor 69); 
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 

2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016–2021 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Pekalongan Nomor 65); 

17. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Pemberian Kesejahteraan Bagi Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita 

Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 6); 

18. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 95 Tahun 2017 

tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah 

Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 95); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 6 TAHUN 2017 

TENTANG PEMBERIAN KESEJAHTERAAN BAGI PENDIDIK 
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN. 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan 

Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Kesejahteraan Bagi 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita 

Daerah Kabupaten PekalonganTahun 2017 Nomor 6), diubah 

sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 secara 

keseluruhan berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pekalongan. 

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya 

disebut DINDIKBUD adalah Perangkat Daerah yang 

bertanggungjawab di bidang pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Pekalongan. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala DINDIKBUD. 

6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan 

Daerah Kabupaten Pekalongan. 

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola 

Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan. 

8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

Bangsa dan Negara. 

9. Kepala Satuan Pendidikan adalah tenaga fungsional 

guru yang diberikan tugas tambahan untuk 

memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan 

proses belajar mengajar atau tempat dimana terjadi 

interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan 

murid yang menerima pelajaran. 

10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan 

pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada 

jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap 

jenjang dan jenis pendidikan. 

11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang 

berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong 

belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan 

sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, 

serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan 

pendidikan. 

12. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat 

yang mengabdikan diri dan diangkat untuk 

menunjang penyelenggaraan pendidikan. 
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13. Pemberian Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil adalah 

pemberian dana yang bersumber dari APBD 

Kabupaten Pekalongan bagi guru dan tenaga 

kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil. 

14. Upah Minimum Kabupaten yang selanjutnya disebut 

UMK adalahUpah Minimum yang berlaku di wilayah 

Kabupaten Pekalongan. 

 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 secara 

keseluruhan berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 4 
 

Pemberian Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan non Pegawai Negeri Sipil pada 

Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah 

Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, dan 

Sanggar Kegiatan Belajar yang telah memenuhi 

persyaratan. 

 

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 secara 

keseluruhan berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 5 
 

(1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,yang 

berhak menerima harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

a. tercatat sebagai pendidik pada Satuan Pendidikan 

Negeri, yang dibuktikan dengan Surat Penugasan 

oleh Kepala Satuan Pendidikan; 

b. tidak menerima tunjangan profesi guru; 

c. jumlah seluruh penerimaan setiap bulan masih 

dibawah ketentuan besaran UMK yang berlaku; 

dan 

d. aktif mengajar dengan ketentuan minimal 18 

(delapan belas) jam pelajaran perminggu yang 

dibuktikan dengan surat penugasan pembagian 

tugas mengajar/jadwal mengajar. 
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(2) Jumlah seluruh penerimaan setiap bulan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi 

komponen sebagai berikut: 

a. dana bantuan operasional sekolah (BOS); 

b. dana insentif dari Kemendikbud; dan 

c. dana bantuan operasional lainya/PAUD. 

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dan huruf c, dibuktikan dengan surat 

pernyataan dengan format sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 secara 

keseluruhan berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 6 
 

(1) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, yang berhak menerima harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. tercatat sebagai tenaga kependidikan pada Satuan 

Pendidikan yang dibuktikan dengan Surat 

penugasan dari Kepala Satuan Pendidikan; 

b. jumlah seluruh penerimaan setiap bulan masih 

dibawah ketentuan besaran UMK yang berlaku; 

dan 

c. masih aktif melaksanakan tugas sesuai 

penugasannya dengan minimal 37,5 (tiga puluh 

tujuh koma lima) jam perminggu yang dibuktikan 

dengan surat penugasan pembagian kerja. 

(2) Jumlah seluruh penerimaan setiap bulan 

sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b, 

meliputi komponen sebagai berikut: 

a. dana bantuan operasional sekolah (BOS), dan 

b. dana bantuan operasional lainya/PAUD. 

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dan huruf c, dibuktikan dengan surat 

pernyataan dengan format sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 secara 

keseluruhan berbunyi sebagai berikut : 
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Pasal 7 
 

(1) Kepala Satuan Pendidikan melakukan pendataan 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai 

Negeri Sipil di lingkungan kerjanya sebagai calon 

penerima berdasarkan Surat Permohonan dengan 

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

(2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Kepala Satuan Pendidikan melakukan 

verifikasi guna menyusun daftar skala urut 

berdasarkan masa kerja. 

(3) Kepala Satuan Pendidikan mengajukan hasil verifikasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Bupati 

melalui Kepala Dinas disertai Lampiran yang memuat 

daftar usulan nama calon penerima  sebagaimana 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(4) Guna pelaksanaan pendataan dan verifikasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan 

ayat (3), Kepala Satuan Pendidikan membentuk Tim 

yang ditetapkan dengan Surat Keputusan. 

 

6. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 

secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 8 
 

(1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (3), Kepala Dinas melakukan 

rekapitulasi data Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Non Pegawai Negeri Sipil sebagai calon penerima 

dengan menyusun daftar skala urut berdasarkan 

masa kerja. 

(2) Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyusun 

rekomendasai yang memuat daftar Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil 

sebagai calon penerima kepada Bupati. 

(3) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), menjadi dasar penetapan Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil 

sebagai penerima. 
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Diundangkan     di Kajen 
pada tanggal      18 April 2018 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, 

                                    ttd 

                 MUKAROMAH SYAKOER 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  TAHUN 2018 NOMOR 9 

 

Salinan sesuai aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN, 

 

 

AGUS PRANOTO, SH, MH. 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19670914 199703 1 005 

 

 

 

(4) Penetapan penerima dan besaran bantuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan 

dengan keputusan Bupati. 

 

7. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 

secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 10 
 

(1) Pembiayaan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Pekalongan. 

(2) Pembiayaan kesejahteraan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan. 

 

Ditetapkan di Kajen 

pada tanggal 18 April 2018 
 

BUPATI PEKALONGAN, 

ttd 
ASIP KHOLBIHI 

 

 


